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ABSTRAK 
 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN 

SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, 

Kabupaten Lampung Tengah) 
 

 

Agus Salim 

NPM. 1702010001 

 

Desa diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dan 

kemajuan Desa  itu sendiri. Melihat dari efesiensi menjalin kerjasama dan 

koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, maka dari itu dapat 

menjalin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa, dan mampu 

melakukan pembinaan dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, 

maka dari itu Desa  Bumi Aji menyelenggaraan pemerintahan Desa dalam 

tinjauan siyasah idariyah, khususnya undang-undang tentang Desa penting untuk 

dilakukan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan upaya kepala 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang 

nomor 6 tahun 2014. Untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan Desa 

yang di tinjau kedalam siyasah Idariyah. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan Field Research Method dengan 

sifat penelitian Descriptive Analisis, yaitu metode yang mengambarkan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dikaitkan tentang prinsip-prinsip 

siyasah Idariyah. Untuk mencapai tujuan penelitinan, peneliti mengunakan tiga 

teknik dalam mengumpulkan data: teknik wawancara, observasi, dan data 

observasi. Dalam menganalisis, peneliti mengunakan metode  Miles dan 

Huberman, yaitu mengemukakan analisis dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Hasil dari penelitian ini tentang upaya penyelenggaraan pemerintahan Desa 

bila ditinjau dari siyasah Idariyah maka upaya yang telah dilakukan Desa Bumi 

Aji tentang pengeloaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan telah 

sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26, 

maka dalam 3 sektor tersebut telah mengakomodir prinsip-prinsip siyasah 

idariyah, adapun prinsip-prinsip tersebut yang mencangkup: 1) Prinspi 

Keadilan, 2) Prinsip Musyawarah dan Ijma’, 3) Prinsip Persamaan, 4) Prinsip 

hak dan kewajiban negara dan rakyat, 5) Prinsip amar ma’ruf nahi Munkar.  

 

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Desa Bumi Aji 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 

Agustus 1945 sebagai suatu negara yang memiliki wilayah kemerdekaan dan 

berdaulat, dalam perkembangan dan pertumbuhannya mengalami pasang 

surut sesuai dengan situasi dan kondisi struktural politik pada waktu itu. 

Begitu halnya dengan pemerintahan di daerah, sebagai konsekuensi logis dari 

isi dan penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah dilengkapi 

dengan berbagai peraturan perUndang-Undangan yang mengaturnya.
1 

Secara historis sebelum kemerdekaan, di Indonesia terlebih dahulu telah 

ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu 

dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Satuan- satuan 

ini tersebut disebut sebagai satuan masyarakat hukum inilah yang kemudian 

disebut sebagai Desa, dan pemerintahan Desa inilah oleh pemerintah kolonial 

belanda dan kemudian oleh pemerintah Indonesia diakui sebagai satuan 

pemerintahan terendah.
2 

Hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang 

dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa pembagian 

daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 

                                                             
1
 Deddy Supriady Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1. 
2
 Talizi Ndaraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: PT Bina Angkasa, 1981) , 

13. 
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mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan 

hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
3
 

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan 23 tahun 2014   

tentang pemerintahan daerah, secara jelas telah menempatkan Desa sebagai 

suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki 

kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan 

mengurus kepentingan komunitas/ masyarakat berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat setempat.  

Selain itu secara politis Desa mempunyai posisi sebagai bagian dari 

negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil 

yang mempunyai hak otonomi untuk mengtur sendiri daerahnya sesuai dengan 

budaya, asal usul dan adat istiadatnya yang berkembang di Desa tersebut. 

Otonomi yng ada diDesa masih bersifat asli dan alami sehingga perlu 

dilindungi dan dihormati keberadaanya. Dan dengan pengesahan Undang-

Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti kongkrit bahwa 

keberadaan Desa adat telah di junjung dan dihormati agar tetap di jaga 

eksistensinya di tengah kemajuan jaman.
4
 

Makna Desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang 

Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa 

masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 

                                                             
3
 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 

4
 Herlin Wijayati, “Implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa” 

csw,diakses pada 22 Januari 2023 
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dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh 

karenanya keberadaan Desa yang dilidungi dan diberdayakan agar menjadi 

kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan 

yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di peDesaan.
5
 

Lahirnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dapat dikatakan 

sebagai proses mengembalikan kepercayaan Negara Kepada Desa yang 

selama ini menjadi objek pembangunan baik dari Kabupaten maupun pusat. 

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 

menjelaskan tugas Kepala Desa yang mempunyai wewenang atau tugas untuk 

mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut: 

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa 

2. Melaksanakan pembangunan Desa 

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa 

4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
6
 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga dibantu oleh Badan 

Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 

demokratis. Badan permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas 

rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga menyalurkan pengawasan kinerja 

Kepala Desa.
7
 

                                                             
5
 Ibid, 50. 

6
 Ibid, 51. 

7
 Ibid, 51. 
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Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

secara geografis dengan ketinggian 74,5 M dari permukaan laut dengan luas 

wilayah 8596 Ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten 17 KM 

dengan waktu tempuh 20 menit, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan 

propinsi 120 Km dengan waktu tempuh 2 jam, dengan batas-batas wilayah 

yang sudah ditetapkan dengan peraturan kampung. 

Berdasarkan hasil observasi di Desa  Bumi Aji bahwa kinerja kepala 

Desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan pembangunan dan pembinaan 

bahwa hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah terkait tidak adanya 

pembangunan baru serta kurangnya interaksi dengan ,masyarakat, oleh karena 

itu menyebabkan tidak adanya aktivitas yang efektif dalam menunjang 

kegiatan masyarakat desa. 

Berdasarkan hasil observasi yang selanjutnya di Desa  Bumi Aji bahwa 

kepala Desa dalam tata kelola pemerintahan desa masih kurang efektif dan 

efesien, hal ini dapat dilihat dari kurangnya menjalin kerjasama dan 

koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, oleh karena itu 

maka tidak adanya kemajuan Desa serta menyebabkan hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintahan Desa, dan menyebabkan hilangnya 

pembinaan dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. 

Permasalahan di atas mensyariatkan hukum serta mencari kemaslahatan 

yang ada untuk menolak sebuah kemafsadatan. Kemafsadatan sendiri 

bentuknya bermacam-macam. Dalam sistem ketatanegaraan kemafsadatan 

sering kali terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal banyak tindakan 

preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu 
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adanya suatu alternatif baru untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan 

yang baik. Salah satu alternatif dalam menentukan maju atau tidaknya suatu 

negara bisa dilihat dari administrasi negara (siyasah Idariyah). 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian tentang penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dalam siyasah idariyah, khususnya undang-undang Desa 

penting untuk dilakukan sebab daerah diharapkan dapat mensejahterakan 

kehidupan masyarakat dan kemajuan Desa  sendiri yang termasuk Desa yang 

kurang kreatifitas dari aparatur Desa dan kepala Desa itu sendiri. Selain itu 

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki peran strategis dalam 

mensukseskan dalam pembangunan. Oleh karena itu Penulis mengangkat 

judul: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Siyasah 

Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi 

Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung 

Tengah). 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus 

penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan 

dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun 

secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam 

bentuk kalimat tanya.  

Dari latar belakang di atas, menjadikan fokus penelitian menjadi 2 

(Dua) yaitu:
 

1. Bagaimana upaya kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? 
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2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah 

Idariyah ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan fokus 

penelitian, maka tujuan penelitian menjadi 2 yaitu: 

1. Mendeskripsikan upaya kepala Desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa. 

2. Menganalisis penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditinjau kedalam 

siyasah Idariyah. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian  

harus realistis. 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana 

penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah Idariyah dan 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  serta sebagai khazanah 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu peraturan daerah dan 

siyasah Idariyah mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri 

dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana 

tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan fiqih 

siyasah Idariyah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa. 

b. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini, diharapkan sebagai petunjuk tambahan 

referensi atau acuan serta bahan pertimbangan bagi para peneliti 

selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis. 

c. Bagi Desa dan masyarakat 

Dapat memberikan gambaran serta wawasan kepada Desa Bumi 

Aji  serta masyarakat untuk mengetahui akan pentingnya seorang 

kepala pemerintah atau kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan 

di Undang-Undang Desa tersebut dengan memakai tinjauan siyasah 

Idariyah. 

E. Peneltian Relevan 

Penelitian relevan berisi berbagai macam bentuk penelitian terkait hal 

serupa tetapi yang telah lebih dahulu dilakukan, yang kemudian diulas atau 

dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan suatu 

pemikiran atau konsep-konsep terbaru seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan serta perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi. Dengan 
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ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan 

posisi penelitian yang dilakukan
. 

Untuk penelitian terdahulu disini penulis 

menggunakan lima jenis penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan yang 

akan dijadikan acuan untuk kemudian agar dapat dikembangkan lebih lanjut. 

1. Skripsi Meiman Serius Zega, Program Studi Ilmu Kepemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan 

tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Marindal 

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)”
8
  

Sekripsi ini menyimpulkan bawah Seiring dengan perkembangan 

globalisasi di Indonesia dalam mempercepat pencapaaian tujuan negara 

Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa yang berkonsekuensi dalam pengeluaran dana 

anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya 

kepada pemerintah Desa.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang 

adalah sama-sama membahas Undang-Undang Desa.  

Sedangkan  perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah beda tempat penelitiannya dan penelitian penulis 

sekarang adalah dalam  penelitian terdahulu hanya fokus kepada undang-

undang setempat kalau penelitian sekarang ini fokus ke Kepala Desa dan 

presfektif fiqih siyasah idariyah. 

                                                             
8
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2. Skripsi ditulis oleh Reka Marsela jurusan Studi Hukum Tata Negara 

(siyasah) Universitas Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul 

“Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Desa 

Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung 

Utara)”
9
  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya secara umum 

belum cukup baik dalam hal ini dapat dilihat dari keterkurangannya 

sarana sosial (klinik) atau dalam mengakses kesehatan.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang 

adalah sama-sama membahas presfektif siyasah Idariyah. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah beda tempat penelitiannya dan penelitian penulis 

sekarang adalah dalam  penelitian  terdahulu hanya fokus ke Desa dan era 

otonomi daerah setempat   kalau penelitian sekarang ini fokus ke Kepala 

Desa dan presfektif fiqih siyasah idariyah. 

3. Skripsi ditulis oleh Lisa Oktavia jurusan Studi Hukum Tata Negara 

(siyasah) Universitas Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran 

Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Di Desa Penggawa V 

Ulu  Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”
10
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Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran Kepala 

Desa (Pekon) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa (Pekon) 

Penggawa V Ulu yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah 

Bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu Kepala Pekon atau Peratin dalam 

melaksanakan pembangunan secara umum kurang optimal sehingga 

kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugasnya.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis 

sekarang adalah sama-sama membahas peranan Kepala Desa dan 

siyasah Idariyah. 

Sedangkan perbedaan penelitian  terdahulu dengan yang sekarang 

adalah tempat penelitiannya dan dengan penelitian penulis dahulu adalah 

dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada peran Kepala Desa dalam 

melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam penelitian penulis 

sekarang lebih fokus kepada pelaksanaan Kepala Desa menurut Undang- 

Undang Desa. 

4. Skripsi Rifvan Yuniar Ardang Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2016 yang 

berjudul “Kesiapan Desa Dalam Implementasi UndangUndang No 6 

Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di 

Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)”
11

  

Hasil penelitian dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana 

Desa kesiapan merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah 

dan Desa dalam mengelola anggaran dana Desa. Di Desa Kalisidi sudah 

                                                             
11

 Rifvan Yuniar, Kesiapan Desa Dalam Implementasi UndangUndang No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang, (Universitas Negeri Semarang, 2016) 
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mengoptimalkan semua sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat, dan 

Lembaga Desa untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran dana Desa 

walaupun disadari oleh pemerintah Desa masih banyak kekurangan yang 

belum tercapai.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang 

adalah sama-sama membahas peranan Undang-Undang Desa.  

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang 

adalah tempat penelitiannya dan dengan penelitian penulis dahulu adalah 

dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada Undang-Undang Desa. 

Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus kepada 

pelaksanaan Kepala Desa dan presfektif fiqih siyasah idariyah. 

5. Skripsi Mei Suryani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau 

Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar 

Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”
12

  

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di 

Desa Way Terusan tidak dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 hal ini karena: 1. Kepala Desa tersebut mantan preman, 2. 

Kepala Desa dianggap lebih berpengalaman, dan 3. masyarakat masih 

mempercayai Kepala Desa. 
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Mengenai Masa Jabatan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Studi Kasus Di Desa Way Terusan 

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, (Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2019) 



12 

 

 
 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang 

adalah sama-sama membahas peranan Undang-Undang Desa.  

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang 

adalah tempat penelitiannya dan dengan penelitian penulis dahulu adalah 

dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada Undang-Undang Desa. 

Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus kepada 

perspektif fiqih siyasah idariyah. 

Biar lebih jelas terkait peneliyian terdahulu bisa dilihat dari tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 01 Penelitian Relevan 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1.  “Implementasi 

Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Stud Di 

Desa   Marindal 

Kecamatan Patumbak 

Kabupaten  Deli 

Serdang)”
13

 

Membahas 

Undang-

Undang Desa. 

1. Lokasi penelitian 
2. Penelitian 

terdahulu hanya

fokus ke Undang-

Undang Desa.  

Kalau penelitian 

sekarang ini fokus ke 

Kepala Desa dan 

presfektif fiqih 

siyasah idariyah 

 

 

2.  “Pelaksanaan 

Otonomi Desa 

Menurut Fiqih Siyasah 

(Studi Di Desa Negeri 

Campang Jaya 

Kecamatan Sungkai 

Tengah Kabupaten 

Lampung Utara)”
14

 

membahas 

pelaksanaan 

otonomi 

daerah  di 

Desa dan  

siyasah  

1. Tempat penelitian 
2. Penelitian terdahulu 

hanya fokus ke Desa 

dan era otonomi 

daerah setempat 

kalau penelitian 

sekarang ini fokus ke 

Kepala Desa dan  
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presfektif fiqih 

siyasah idariyah 

 

3.  “Tinjauan Fiqh Siyasah 
Dan  Undang-Undang 
Desa Terhadap  peran 
Kepala Desa Dalam 
Pelaksanaan 
Pembangunan (Di   Desa 
Penggawa V Ulu 
Kecamatan Karya 
Pengawa Kabupaten 
pesisir barat)”

15
 

Membahas 

peranan 

Kepala Desa 

dan siyasah 

1. Tempat penelitian 
2. Penelitian

terdahulu hanya 

fokus kepada peran

Kepala  Desa dalam 

melaksanakan 

pembangunan. 

Sedangkan dalam 

penelitian penulis 

sekarang lebih fokus 

kepada pelaksanaan 
Kepala Desa menurut 
Undang-Undang 

Desa. 

 

4.  “Kesiapan Desa Dalam 

Implementasi Undang 

Undang  No 6 Tahun 

2014  Tentang Desa 

(Studi  Pengelolaan 

Anggaran Dana Desa 

Di Desa  Kalisidi 

Kecamatan Ungaran 

Barat  Kabupaten 

Semarang)”
16

 

Membahas 

peranan 

Undang-

Undang  Desa. 

1. Tempat penelitian 
2. Penelitian penulis  

dahulu adalah dalam  

penelitian 

terdahulu hanya 

fokus kepada 

Undang-Undang 

Desa

Sedangkan dalam         

penelitian penulis 

sekarang  lebih fokus 

kepada pelaksanaan 

Kepala Desa dan 

presfektif  fiqih 

siyasah idariyah 

 

5.  “Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 

Tahun 

2014 Tentang Desa 

Mengenai Masa 

Jabatan   Ditinjau Dari 

Fiqh Siyasah (Studi 

Kasus di  Desa Way 

Membahas 

peranan 

Undang-

Undang Desa. 

1. Tempat penelitian 
2. Penelitian terdahulu 

hanya fokus 

kepada Undang-

Undang Desa 

Sedangkan 

dalam penelitian 

penulis sekarang 
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Terusan Kecamatan 

Bandar    Mataram 

Kabupaten Lampung 

Tengah)”
17

 

lebih fokus kepada 

presfektif fiqih  

siyasah idariyah 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kepala Desa 

1. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa  

a. Pemerintahan Desa  

Kata “Pemerintah” diturunkan dari Bahasa latin “Gubernare” 

yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi.
1
 Sehingga 

pengertian pemerintah memiliki arti penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau memiliki arti 

kekuasaan dan wewenang dalam mengatur serta menjalankan tugas 

dan fungsinya untuk mengelola  organisasinya.  

Selanjutnya menurut Dharma Setyawan Salam juga mengartikan 

pemerintah dalam dua hal. Dalam arti sempit, pemerintah diartikan 

sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan 

Undang-Undang yakni sekelompok orang yang diberi tugas untuk 

merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, 

menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat atau 

penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara 

yang telah ditetapkan. Dalam arti luas, pemerintah adalah segala 

kegiatan dan fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh 

legislatif, eksekutif, dalam mencapai tujuan Negara.
2

                                                             
1
 Muhtar Haboddin, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Malang UB Press, 2015), 2. 

2
 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonimi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Cara 

Langsung, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005), 168. 
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b. Definisi Desa 

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yang dimaksud 

Desa adalah sebagai berikut. Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya  disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak 

tradidional, yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945. Landasan 

pemikiran dalam  pengaturan mengenai Desa, adalah  

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat.
20

 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

komponen  diantaranya: 

1) Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan. 

2) Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat. 

3) Hak asal usul, serta. 

4) Hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
21
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 Rozali Abdullah,……….167. 
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 Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait, 

(Jakarta: Visimedia, 2015), 3. 
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Dalam hal ini Desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabung 

dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan 

persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah Desa sendiri 

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya, masyarakat setempat 

seperti halnya nigari, kampung, huta, bori, dan marga. Di Desa 

dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang 

merupakan pemerintahan Desa.
22

 

Maka pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang 

disebut dengan nama lain.
23

 Dalam hal ini pemerintah Desa meliputi 

terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa yang selanjutnya dalam 

pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Desa pemerintah Desa 

terdiri dari perangkat-perangkat Desa. 

c. Pengertian Kepala Desa 

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. 

Seorang Kepala Desa haruslah seorang warga negara republik 

Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan 

dalam perda tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam 

pemilihan Kepala Desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, 

ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk Desa-Desa yang 

memiliki hak tradisional yang masih hidup dan mengakui 

keberadaannya pemilihan Kepala Desanya berdasarkan ketentuan 

                                                             
22

 Dedi Supriady Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 25. 
23

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa 
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hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan 

berpedoman pada peraturan pemerintahan.
24

 

Pengertian Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor .6 Tahun 

2014 tentang Desa adalah pemerintah Desa adalah kepala Desa atau 

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembanguan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa.
25

 

1) Dipilih secara langsung 

2) Masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 

3) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa 

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
26

 

Kepala Desa bertanggung jawab kepada bupati Kepala daerah, 

dan memberikan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa 

kepada lembaga musyawarah Desa. Masa jabatan kepala Desa adalah 

enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa 

jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi Desa yang 

merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaanya masih hidup 

dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan perda.
27
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 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Cara 

Langsung, (Jakarta:PT rajagrafindo persada, 2005), 168. 
25

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa 
26

 Kushandajani, Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

(Diponegoro: Departemen politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), 23. 
27

 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Desa, (Malang: Setara Press, 2015), 219. 
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d. Indikator Kinerja Kepala Desa 

Indikator Kinerja Menurut Wibowo ada tujuh indikator kinerja dua 

diantaranya mempunyai peranan yang sangat penting yaitu:
28

 

1) Tujuan, apa tujuan yang akan dicapai 

2) Motif, dorongan untuk melakukan sesuatu 

3) Sarana, sumber daya yang akan digunakan 

4) Kompetensi, kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan 

5) Peluang, kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya 

6) Tandard, memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan 

7) Umpan balik, masukan yang dipergunakan untuk mengukur 

kemajuan kinerja, standard kinerja dan pencapaian tujuan. 

e. Tugas dan fungsi Kepala Desa 

Bagi masyarakat Desa, jabatan Kepala Desa adalah simbol status 

sosial seseorang dalam masyarakat, sehingga Kepala Desa di 

masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dimana Kepala 

Desa sebagai Kepala pemerintah dalam suatu Desa. Sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-undang No. 6 Tahun 2014, 

menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang, hak, tugas 

dan kewajiban dalam menjabat di pemerintah Desa.
29

 

Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa terdiri dari beberapa 

yaitu:
30

 

                                                             
28

 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo, 2019), 101. 
29

 Ni’matul Huda,………219. 
30

 Aw Widjaja, Pemerintahan Desa dan adminitrasi Desa, (Jakarta: PT Rajagrafinso 

Persada, 2002),   22. 
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1) Kedudukan Kepala Desa (Alat pemerintah. Alat pemerintah 

daerah. Alat pemerintah) 

2) Tugas Kepala Desa (Menjalankan urusan rumah tangganya. 

Menjalankan urusan pemerintah dan pembinaan masyarakat. 

Menumbuhkan dan mengebangkan semangat jiwa gotong royong) 

3) Fungsi Kepala Desa (Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri. 

Mengerakkan partisipasi masyarakat. Melaksanakan tugas dari 

pemerintah diatasnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah 

diatasnya.) 

f. Wewenang hak dan kewajiban Kepala Desa 

Pada pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kepala 

Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Pada pasal 26 Undang-Undang 

nomor 6 tahun 2014.
31 

menjelaskan wewenang, hak dan kewajiban 

yaitu: 

1) Wewenang Kepala Desa 

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa 

c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa 

d) Menetapkan peraturan Desa 

e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa 

                                                             
31

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa 
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f) Membina kehidupan masyarakat Desa 

g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa 

h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

Desa 

i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa 

j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa 

l) Memanfaatkan teknologi tepat guna 

m) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif 

n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan 

o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan.
32

 

2) Hak Kepala Desa 

a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah 

Desa 

b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa 
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c) Menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan dan  

penerimaan   lainnya   yang   sah,  serta mendapat jaminan  

kesehatan 

d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang  

dilaksanakan 

e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban 

lainnya  kepada perangkat Desa.
33

 

3) Kewajiban Kepala Desa 

a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara 

kesatuan republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa 

d) Menaati dan menegakkan peraturan perUndang Undangan 

e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 

f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas 

dari kolusi, korupsi, dan nepotisme 

g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa 

h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik 

i) Mengelola keuangan dan asset Desa 
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j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Desa 

k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa 

l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa 

m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat 

Desa 

n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 

di  Desa 

o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan 

melestarikan lingkungan hidup 

p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
34

 

Maka pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang 

disebut dengan nama lain.
35

 Dalam hal ini pemerintah Desa 

meliputi terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa yang 

selajutnya dalam pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara 

Desa pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat Desa 

sebagai berikut. 

g. Desa di Era Otonomi Daerah 

Pada hakikatnya otonomi ada dua bagian 

1) Otonomi Desa adalah 

a) Tumbuh di dalam masyarakat 

b) Diperoleh secara tradisional 
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c) Bersumber dari hokum adat 

2) Otonomi Daerah 

a) Sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah  

diatasnya. 

b) Diperoleh secara formal 

c) Pelaksaannya dengan peraturan perUndang-Undang.
36

 

Bayu Suryaningrat dalam “Desa Dan Kelurahan” berpendapat 

Otonomi pada daerah otonomi tingkat I dan tingkat II berasal dari 

pemerintahan pusat dalam rangka kebijaksanaan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan di daerah. Sedangkan otonomi Desa berasal dari 

adat dan sudah ada atau melekat sejak terbentuknya Desa itu, karena 

itu pula, meskipun Desa memiliki otonomi, tetapi tidak merupakan 

daerah otonomi. Daerah otonomi hanya ada dua tingkatan yaitu daerah 

tingkat I dan tingkat II. Desa adalah tetapkan merupakan bagian dari 

wilayah Kecamatan yang tidak menjadi daerah otonomi maupun 

wilayah administratif meskipun memiliki sifat otonomi maupun 

memiliki sifat administratif.
37

 

Pendapat Taliziduhi dalam dimensi-dimensi pemerintahan Desa 

sebagai berikut: 

1) Bukan daerah otonomi seperti yang dimaksudkan dalam Undang- 

Undang nomor 5 tahun 1974 pasal 3. 

2) Bukan suatu satuan wilayah yang disebutkan seperti yang 

maksudkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 pasal 72. 
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3) Desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri atau Desa yang 

masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat 

tertentu disebut Desa dalam arti sempit 

4) Desa yang bukan Desa otonomi disebut kelurahan.
38

 

2. Undang-Undang Desa 

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang 

berdaulat penuh berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk 

Republik. Negara yang dipilih oleh Negara Indonesia adalah Negara 

dengan sistim desentralisasi. Desentralisasi adalah pemberian wewenang 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Negara Kesatuan Repubik Indonesia memiliki tujuan 

yang secara ideal akan dicapai oleh Negara Indonesia sebagaimana 

termaktup pada pembukaan Undang-undang 1945: 

a. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. 

b. Memajukan kesejahteraan umum. 

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
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Secara historis sebelum kemerdekaan, di Indonesia terlebih dahulu 

telah ada satuan-satuan masnyarakat hokum yang mempunyai batas 

wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri. Satuan-satuan ini tersebut disebut sebagai satuan masyarakat 

hukum inilah yang kemudian disebut sebagai Desa, dan pemerintahan 

Desa inilah oleh pemerintah colonial belanda dan kemudian oleh 

pemerintah Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah. Hal ini 

dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang dasar 

negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa pembagian 

daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang 

bersifat istimewa.
39

 

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 

mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang ini membuka 

cakrawala baru tentang besarnya arti Desa sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari proses perjalanan Bangsa Indonesia. 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara jelas telah menempatkan 

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang 

memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur 
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warga dan mengurus kepentingan komunitas/ masyarakat berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu secara politis Desa 

mempunyai posisi sebagai bagian dari negara kesatuan republic Indonesia 

(NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil yang mempunyai hak otonomi 

untuk mengtur sendiri daerahnya sesuai dengan budaya, asal usul dan adat 

istiadatnya yang berkembang di Desa tersebut. Otonomi yang ada di Desa 

masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindungi dan dihormati 

keberadaanya. Dan dengan pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan Desa adat 

telah di jungjung dan dihormati agar tetap di jaga eksistensinya di tengah 

kemajuan jaman.
40

 

Makna Desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 6 tahun 2014 

tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakasa masyarakat, hak asalsusul, dan hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. 

Oleh karenanya keberadaan Desa yang dilidungi dan diberdayakan agar 

menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 

menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di pedesaan. 
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Lahirnya Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 dapat dikatakan 

sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada Desa yang 

selama ini menjadi objek pembangunan baik dari Kabupaten maupun 

pusat. Dengan dibuktikannya penerapan asas recognisi dan asas 

subsidiaritas yang merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan 

kemandirian Desa tersebut.
41

 

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan Bangsa, perlu 

dilakukan pembangunan Kawasan PerDesaan. Pembangunan Kawasan 

PerDesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu 

Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di 

Kawasan PerDesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
42

 

Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan PerDesaan 

dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, 

pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan Desa. 

Untuk menjalankan urusan rumah tangga pemerintahan Desa 

dengan baik dan sesuia dengan tujuan otonomi daerah dalam naungan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan 

sumber-sumber anggaran pemerintahan Desa sesuai dengan Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Peraturan Pelaksanaannya pada BAB VIII pasal 72 ayat (1): 

                                                             
41

 Aw Widjaja,……… 25 
42

 Meiman Serius, Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa Studi Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, 

(Universitas Medan, 2016) 



29 

 

 
 

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan 

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
43

 

Sebagimana yang telah dijelaskan di atas, tampaknya ada 

kecenderungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam 

rangka mempercepat pembangunan daerah, maka disisi lain sangat 

diperlukan pemerintah yang dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan 

baik dipusat maupun di daerah sehingga dapat mengatasi permasalahan-

permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan lain-lain dan 

dapat melakukan pembangunan di segala bidang, baik politik, ekonomi, 

sosial budaya dan keamanan demi menciptakan masyarakat yang adil dan 

makmur.
44
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3. Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah 

a. Definisi Fiqh Siyasah 

Pengetahuan mengenai ruang lingkup dan cangkupan sesuatu 

disiplin (termasuk fiqh siyasah). Fiqh Siyasah berasal dari dua suku 

kata, pertama fiqh dan yang kedua siyasah. Fiqh secara bahasa 

(menurut Al-Jurjani) adalah paham tentang maksud pembicaraan 

orang, dan secara istilah adalah pengetahuan hukum-hukum syara’ 

yang berkenaan dengan perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang 

rinci.
45

 Sedangkan siyasah mengandung beberapa arti, yaitu 

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Sedangkan secara istilah siyasah di dalam Al-Munjid di 

sebutkan bahwa siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, yaitu politik 

dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan yakni 

mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah dapat 

dilakukan dengan memahami pengertian-pengertian, baik pengertian 

harfiah maupun pengertian istilah, fiqh siyasah itu sendiri. Oleh 

karena itu, dalam bab ini, akan dikutip beberapa pengertian yang  ditulis 

oleh para ulama muslim.
46
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b. Urgensi Kepemimpinan dalam Islam 

Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah 

sebuah keharusan (wajib/fardhu). Kewajiban itu didasarkan pada 

ijma’ (consensus) para sahabat dan tabi’in (para cendekiawan setelah 

masa sahabat). Namun para pemikir muslim berbeda pendapat tentang 

sumber argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban 

adanya kepemimpinan didasarkan pada argumentasi rasional (aqli) 

belaka, bukan bersumber dari syariat. Sementara sebagian lainnya 

menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat (agama).
47

 

Ibn Khaldun menjelaskan, kelompok pertama (aqli), 

berpendapat bahwa yang membuat jabatan itu wajib menurut rasio 

adalah kebutuhan manusia pada organisasi dan ketidakmungkinan 

mereka hidup sendiri-sendiri. Salah satu akibat logis dari 

adanya organisasi (masyarakat) adalah munculnya silang pendapat dan 

tanazu’ (perselisihan). Selama tidak ada penguasa/pemimpin yang bisa 

mengendalikan silang pendapat itu maka selama itu pula akan selalu 

timbul keributan dan kekacauan, yang selanjutnya akan  mengakibatkan 

hancur dan musnahnya umat manusia.
48

 

Namun pendapat ini disanggah oleh Ibn Khaldun. Menurutnya, 

ada silang pendapat dan tanazu’ (perselisihan) tidak mesti dihilangkan 

dengan kepemimpinan. Keduanya bisa dihilangkan dengan banyak 

cara, seperti adanya pemimpin selain juga dengan ikhtiar pada 

masyarakat untuk menghindari perselisihan dan perilaku. dhalim, atau 
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juga dengan adanya syariat. Dengan demikian, Ibn Khaldun 

menegaskan bahwa kewajiban mendirikan kepemimpinan bersumber 

dari syariat melalui ijma’. Lebih jauh dijelaskan, keberadaan 

kepemimpinan (al-mulk, kerajaan, raja, penguasa) muncul dari 

keharusan umat manusia untuk hidup bermasyarakat dan dari 

penaklukan serta paksaan yang merupakan sisa-sisa sifat amarah dan 

kebinatangan Manusia. Namun sebagian penguasa berlaku 

menyimpang dengan memberi beban yang keterlaluan kepada 

rakyatnya demi kepentingan pribadi. Akibatnya, peraturan-peraturan 

yang dibuat oleh sang penguasa seringkali tidak ditaati oleh rakyat. 

Karena itu, diperlukan peraturan (hukum) yang bisa diterima dan 

ditaati rakyat sebagaimana yang terjadi pada bangsa Persia dan 

bangsa-bangsa lain.
49

 

Selain itu para ulama islam juga telah memberikan perhatian 

yang serius dan khusus terhadap masalah kepemimpinan, karena 

mereka meyakini bahwa kepemimpinan adalah salah satu daya 

dukung agama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Siyasah 

Syar`iyah mengatakan : “Perlu diketahui bahwa memimpin urusan 

manusia termasuk kewajiban terbesar agama, karena tidak akan tegak 

agama kecuali dengan kepemimpinan. Sesungguhnya kebutuhan anak 

Adam tidak akan tercapai secara sempurna kecuali dengan berjamaah, 

karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dalam jama`ah 

itu sudah barang tentu harus ada seorang pemimpin.” 
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Dalam konteks kepemimpinan pendidikan (Qiyadah 

Tarbawiyah) Imam Ghazali mengatakan : “Seorang pelajar harus 

memiliki seorang guru pembimbing (mursyid) yang dapat membuang 

akhlak yang buruk dari dalam dirinya dan menggantikannya dengan 

akhlak yang baik, ia juga harus memiliki seorang Syekh yang dapat 

mendidik dan menunjukanya kepada jalan Allah. Harus diakui oleh 

kita semua bahwa krisis yang sedang mengepung umat sa`at ini tiada 

lain karena lemahnya kepemimpinan pendidikan (Qiyadah 

Tarbawiyah) dan hilangnya pendidik (Murobby) yang pemimpin dan 

pemimpin yang pendidik. 

Bukti lain urgensi kepemimpinan dalam Islam adalah bahwa 

para sahabat Rasulullah SAW. lebih memperioritaskan mengurus 

masalah suksesi kepemimpinan Rasulullah SAW. Disbanding 

mengurus pekaman Rosulullah SAW, artinya bahwa dalam berjamaah 

tidak boleh ada kevakuman pemimpin. Kepemimpinan bukan 

kekuasaan, bukan jabatan dan kewenangan yang mesti dibanggakan. 

Kepemimpinan bukan pula barang dagangan yang dapat diperjual 

belikan. Hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah 

amanah yang harus dijalankan dengan baik dan 

dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia tapi juga di hadapan 

Allah nanti di akhirat. Kepemimpinan yang tidak dijalankan secara 

profesional dan proporsional adalah penghianatan terhadap Allah dan 

Rasulnya.
50
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c. Tugas Pemimpin dalam Islam 

Tugas pemimpin dalam Islam atau siyasah itu terdiri dari 9 yaitu :
51

 

1) Membela dan menghidupkan negara maupun agama, menjalankan 

nas-nas yang disepakati serta memberi keleluasaan, kebebasan 

kepada rakyat dalam masalah yang bersangkutan dengan amal 

masing-masing, baik dalam ilmu pengetahuan maupun yang 

bersangkutan dengan pekerjaan, baik berupa ibadah atau berupa 

urusan hidupan. Adapun yang bersangkutan dengan pemerintahan, 

seperti politik, keamanan, dan hukum peradilan. 

2) Keadilan dalam hal apapun, menjadi hakim sekaligus menjadi 

mendamaikannya, begitu semata-mata untuk keadilan. 

3) Menjaga keamanan umum agar penghidupan seganap umat 

manusia dan rakyat terjamin dengan aman tentram. 

4) Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan 

apapun yang menyangkut kenegaraan, seperti peperangan, 

mengenai politik luar dan dalam negeri. 

5) Mengatur penjagaan batas-batas negara dengan aman, penjagaan 

secara luas yaitu negara. 

6) Melakukan peperangan ilmu maupun fisik untuk melakukan yang 

terbaik untuk agama dan negara. 

7) Mengatur kemakmuran menurut apa yang diizinkan oleh agama 

dan negara, seperti antar masyarakat dan antar negara. 
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8) Menyesuaikan penyerahan pekerjaan dan kekuasaan menurut 

keikhlasan orang yang diserahi, serta diberi keleluasaan mengatur 

dan bertindak asal tidak melewati dasar agama. 

9) Bekerja untuk mengamati dan memperhatikan masyarakat, tidak 

memilih-milih rakyat semua di sama ratakan.
52

 

d. Prinsip Pemimpin Perspektif Fiqh Siyasah 

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan 

prinsip-prinsip negara dalam syari’at Islam sangat bervariasi. Namun 

dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan 

penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa 

prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah: Prinsip 

Kedaulatan, Prinsip Keadilan, Prinsipi Musyawarah dan Ijma’, Prinsip 

persamaan, Prinsip hak dan kewajipan negara dan  rakyat, Prinsip amar 

ma’ruf nahi munkar.
53

 

1) Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu 

negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. 

Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada 

manusia selaku khalifah di muka bumi. 

2) Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. 

Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama 

kedudukannya di depan hukum. 

3) Prinsip musyawarah dan Ijma’. Prinsip musyawarah juga Ijma 

Adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan 
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kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi 

dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan 

harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui 

pemilihan  secara adil, jujur, dan amanah. 

4) Prinsip persamaan. adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran 

agama atau semua agama adalah sama. Artinya parameter 

kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi 

perasaan. 

5) Hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara 

dijamin hak-hak dasar tertentu. jaminan terhadap keamanan 

pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk 

mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan 

pelayanan hokum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan 

kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

ekonomi. 

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai 

dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak 

kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak 

kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain- 

lain. 

6) Prinsip amar ma’ruf nahi munkar. adalah sebuah mekanisme 

check and balancing dalam sistem politik Islam. Sebegitu 

pentingnya amar ma’ruf nahi munkar, Islam bahkan 
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menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana 

Al Quran surat Al Hajj:41 

هُمْ فِِ الَْْرْضِ اقََامُوا الصَّلّٰوةَ وَاّٰتَ وُا  نّّٰ وةَ وَاَمَرُوْا الََّذِيْنَ اِنْ مَّكَّ الزَّكّٰ
 بِِلْمَعْرُوْفِ وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِِۗ وَلِِلِّّٰ عَاقِبَةُ الْْمُُوْرِ 

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, 

mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh 

berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan 

kepada Allah-lah kembali segala urusan. 

 

e. Fiqih Siyasah Idariyah 

Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam 

mengatur tentang sistem adminitrasi dalam pemerintahnnya, seperti 

tentang perizinan dan lain-lain.
54

 Hasbi membagi ruang lingkup fiqh 

siyasah menjadi delapan yaitu:  

1) Politik pembuatan perundang-undangan  

2) Politik hukum  

3) Politik peradilan  

4) Politik moneter/ekonomi  

5) Politik adminitrasi  

6) Politik hubungan internasional  

7) Politik pelaksanaan perundang-undangan  

8) Politik peperangan.
55

 

Fiqih siyasah pada bidang siyasah idariyah, yakni bidang yang 

mengurusi tentang administrasi negara. Kata idariyah merupakan 

maṣdar (infinitif) dari kata idarahasy syay’a yudiruhu idarah, yang 

artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian 
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idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. 

Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas 

dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan 

proses, semuanya bermuara pada satu pegertian.
56

  

Dalam Siyasah Idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan 

dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk 

merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan 

pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam 

peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan.  

Dalam fiqih siyasah ketatanegaraan ada asas-asas pemerintahan 

yang baik yaitu:  

1) Amanah  

2) Tanggung jawab  

3) Asas maslahat  

4) Asas pengawasan.
57

 

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah 

pembangunan dalam kajian fiqh siyasah, sebelum merencanakan 

sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang 

universal juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep 

pembangunan menurut fiqih siyasah, yaitu:
58
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1) Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT).  

Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang 

hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan 

sesamanya. 

2) Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat 

dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya 

itu).  

Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai 

alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber 

didalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan 

bersama.  

3) Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi).  

Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, 

baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai 

pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep 

pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan 

mendudukkan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan 

terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.  

4) Tazkiyah (penyucian dan pengembangan).  

Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah 

melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan 

dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, 
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dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa 

dan negaranya. 

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama 

pembangunan menurut fiqih siyasah mengarah pada kemakmuran dan 

kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak.  

Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan 

khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak 

yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan 

diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqih 

siyasah.
59
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan 

penelitian dari awal hingga akhir. Metode penelitian adalah cara yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai 

hal berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian ini pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian misalnya mahasiswa 

yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis. 

Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan 

bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 

orang-orang yang amati. Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif 

adalah peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu keadaan secara 

sistematis fakta serta fenomena- fenomena apa adanya dan diteliti secara 

tepat.
1 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata kata tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang dapat diamati  

                                                             
1
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Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.
61

 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintahan 

Desa dalam tinjauan siyasah Idariyah dan undang-undang nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa dan apa saja faktor yang menghambat 

penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah Idariyah dan 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa   di Desa Bumi Aji 

kecamatan Anak Tuha kabupaten Lampung Tengah. 

Lokasi penelitian menunjukan dimana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

penelitian di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Desa Bumi 

Aji Kecamatan Anak Tuha. 

2. Sumber Data Penelitian 

Untuk mendukung data yang peneliti perlukan, maka dalam 

penelitian ini pencarian dan pengumpulan data diperoleh dari informan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.
62

 Maksudnya adalah peneliti hanya memilih 

informan dengan kriteria tertentu dari orang yang paling mengetahui 
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tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian yang 

dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kepala Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung 

Tengah. 

b. Perangkat Desa terpilih di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

c. Masyarakat terpilih (Tokoh Masyarakat) di Desa Bumi Aji, 

Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu jenis elemen yaitu 

suatu yang menjadikan objek penelitian atau pengumpulan data. Dimana 

peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, 

seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang masing-masing 

proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan 

informasi yang akurat. 

Adapun Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yakni teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan 

dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. 

Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara 

terarah (directive interview) responden.
63
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b. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan 

dengan proses pemberian bantuan hukum.
64

 

c. Studi Dokumentasi 

Yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan 

dengan objek penelitian.
65

 

4. Teknik Analisis Data
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan memanfaatkan penggunaan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data 

yang telah ada. Sehingga didapat kesimpulan tentang penerapan 

menghambat Tinjauan Siyasah Terhadap  Implementasi Tugas dan 

Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun langkah-langkah 

peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti 

segera melakukan pemilihan data pokok serta merangkum dan 

memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang diperoleh 

dari lapangan. Sehingga data yang sudah direduksikan lebih 
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memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya. 

b. Penyajian Data 

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk 

teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data 

tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. 

c. Kesimpulan 

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari 

suatu bagian konfigurasi yang utuh. Dengan demikian langkah ini 

merupakan langkah terakhir dalam analisis data yang digunakan 

didalam penelitian.
66

 

5. Keabsahan Data 

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti 

kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. 

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa 

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik 

triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan 

                                                             
66

 sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cell (Bandung: CV  

Alfabeta, 2010), 30. 



46 

 

 
 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
67

 Hal 

ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi. 

3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda.
77

 

B. Outline (Sistematika Pembahasan) 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan berisi 

tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab 

pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan 

adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Untuk itu lebih 

mudahnya dibawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum 

pembahasan proposal ini. 

Bab I: Pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan dan pada 

bab I ini diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab II: Kajian Kepustakaan. Berisi mengenai kajian teori yang erat 

kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu implimitasi tugas 

kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang Desa dalam siyasah. 

Dalam tahapan ini, akan dikemukakan pemikiran- pemikiran para pakar agar 
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dapat membentuk kerangka berpikir terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan di bab selanjutnya. 

Bab III: Metode Penelitian. Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data 

dan keabsahan data. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang 

akan dituju dalam penelitiannya. 

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis Data. Pada bab ini meliputi 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh 

penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan  gambaran atau 

pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian kesimpulan penelitian 

yang akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

C. Rancangan Waktu Penelitian  

Rancangan waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan April 

sampai bulan Mei 2023 Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan 

memasuki objek  penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan Siyasah 

Idariyah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir pada 

penelitian sehingga setelah peneliti mendapatkan semua data yang  di perlukan 

maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada 
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laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing 

untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat kesalahan  dan kekurangan.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa  

Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah secara geografis dengan ketinggian 74,5 M dari permukaan laut 

dengan luas wilayah 8596 Ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan 

kabupaten 17 KM dengan waktu tempuh 20 menit, sedangkan jarak dengan 

pusat pemerintahan propinsi 120 Km dengan waktu tempuh 2 jam, dengan 

batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan dengan peraturan kampung. 

1. Sejarah Desa / Kampung 

a. PRA DESA / KAMPUNG 

Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha di tebang tebas yang 

bermula-mula dihuni oleh 26 Kepala Keluarga pada tahun 1800, Suku 

asli Lampung pindahan dari umbul bunian terletak disebelah utara kali 

seputih. pada tahun 1963 perluasan kembali dengan masuknya 

perdukuhan Sinar Jaya, perluasan kembali pada tahun 1974 dengan 

masuknya umbul Margo Utomo dan Megasari dan perluasan 

bertambah pada tahun 1980 dengan bergabungnya umbul Siliwangi 

dan umbul Bumi Sakti. Sekarang Kampung Bumi Aji memiliki 9 

dusun atau Perdukuhan. 

b. DESA / KAMPUNG BUMI AJI 

Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha sampai dengan saat 

ini dapat kami jelaskan menjadi 3 ( Tiga ) bagian antara lain :
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Tabel 02 

Sejarah Pemerintahan Kampung 

NAMA – NAMA DEMANG / LURAH / KEPALA KAMPUNG 

KAMPUNG BUMI AJI 

No Nama Kepala Kampung Keterangan 

1 
SUTAN RANJI LANANG 

SEJAGAT 
Ka. Kampung Pertama 

2 SUTAN SEMBAHEN TUHO Ka. Kampung Kedua 

3 SUTAN ISUN Ka. Kampung Ketiga 

4 SUTAN SUGER Ka. Kampung Keempat 

5 SUTAN DIPUCAK RATU Ka. Kampung Kelima 

6 SUTAN MUHAMMAD SALEH Ka. Kampung Keenam 

7 RATU SUTAN Ka. Kampung Ketujuh 

8 SUTAN KEPALA MEGA Ka. Kampung Kedelapan 

9 SUTAN DARMA WIJAYA Ka. Kampung Kesembilan 

10 SUTAN PERMATA JAGAD Ka. Kampung Kesepuluh 

11 SUTAN MUSTIKA ALAM Ka. Kampung Kesebelas 

12 SUTAN RAJA HUKUM Ka. Kampung Keduabelas 

13 HANAPIAH Ka. Kampung Ketigabelas 

14 ASYARBINI Pj. Kepala Kampung 

15 NENSI SRI MARTA Pj. Kepala Kampung 

16 AHMADI Pj. Kepala Kampung 

17 SAIFUDDIN Ka. Kampung Keempatbelas 
 

2. Demografi  

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha 

pada tahun 2019 tampak dalam tabel berikut ini: 

Tabel 03 

Distribusi Penduduk Kampung Bumi Aji 

Tahun 2020 
 

Dusun 0-3 4-6 7 –12 13-15 16-18 19-26 27-56 >57th Jumlah 

Dusun I 24 50 48 128 288 307 518 38 1401 

Dusun II 28 47 41 94 87 157 268 27 749 

Dusun III 32 41 82 67 127 198 361 32 940 

Dusun IV 27 37 49 34 31 67 123 25 393 

Dusun V 41 29 52 32 45 148 251 31 629 

Dusun VI 39 54 48 52 55 175 462 29 914 

Dusun VII 12 14 10 13 17 72 130 24 292 
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Dusun VIII 19 21 24 28 24 31 286 27 460 

Dusun IX 14 23 11 15 21 34 325 23 466 

Jumlah 236 316 365 463 545 989 2024 256 5344 

     Sumber : Profil Kampung Bumi Aji 2020 

 

Berdasarkan Tabel 3 tampak jumlah penduduk paling banyak usia 

16 s.d 55 tahun, hal ini menggambarkan bahwa terbanyak penduduk 

merupakan usia produktif, hal ini diperlukan penyediaan lapangan 

pekerjaan dan perencanaan keluarga melalui pembinaan Keluarga 

Berencana. 

b. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian 

Penduduk Bumi Aji yang bekerja adalah usia di atas 15 tahun, 

tampak dalam tabel berikut ini: 

Tabel 04 

Distribusi Penduduk Kampung Bumi Aji Berdasarkan Mata 

Pecaharian  Tahun 2020 

 

Pekerjaan LAKI-LAKI PEREMPUAN Jumlah 

Petani 855 654 1509 

Buruh 934 682 1616 

PNS 39 21 60 

Pengrajin industri rumah 

tangga 
  - 

Pedagang 102 148 250 

Peternak 73 33 106 

Montir   - 

Dokter swasta   - 

Bidan Swasta   - 

Perawat Swasta   - 

TNI   - 

Polri   - 

Pensiunan 11 4 15 

Pengusaha kecil dan 

Menengah 
  - 

Dukun kampung terlatih   - 
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Jasa Pengobatan alternative   - 

Dosen swasta   - 

Pengusaha besar   - 

Arsitektur   - 

Seniman/ artis   - 

Karyawan perusahan swasta   - 

Jumlah 2014 1542 3556 

      Sumber : Profil Kampung Bumi Aji 2020 

 

Berdasarkan Tabel 4 tampak mayoritas pekerjaan penduduk 

Kampung Bumi Aji adalah bekerja sebagai petani. Kegiatan petani 

tergantung pada musim tanam yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal 

musim tanan yang ditentukan oleh Pemerintah, oleh sebab itu 

diperlukan adanya lapangan pekerjaan diluar musim tanam. 

 

B. Analisis Data Penelitian 

1. Analisis Upaya Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi 

bentuk awal kemandirian.
1 Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang diatur 

dalam undang- undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang 

diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi 

masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi  yang dimiliki. 

                                                             
1
 Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa 
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Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan 

mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan. 

Secara umum kerjasama pemerintah masyarakat dalam 

pembangunan berjalan baik, namun ada beberapa penghambat dalam 

kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa, 

faktor ini biasanya diawali dari tahapan perencanaan. Dalam hal ini 

muncul pihak yang setuju dan tidak setuju. Pihak yang tidak setuju 

itulah yang menjadi penghambat karna akan menimbulkan provokasi 

kepada masyarakat sehingga pembangunan akan tersendat. 

Sebagaimana yang dikatakan bapak Kadus:
2  

“Pro dan kontra menjadi hambatan permasalahan yang timbul 

antara orang yang setuju dengan yang tidak setuju dalam 

mengeluarkan pendapat. Jika  dibiarkan menjadi provokasi.” 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh warga Desa ia menyatakan bahwa 

dalam setiap proses pembangunan pasti  akan ada pihak-pihak yang 

tidak setuju, pihak-pihak tersebut berasal dari orang-orang yang kokoh 

dengan pendiriannya:
3
 

“Setiap proses pembangunan ada saja rintangannya karna watak 

orang berbeda-beda ada yang kokoh dengan pendiriannya dll. 

Semua itu dikarenakan macam-macam karakter orang, maka dri 

itu apapun itu harus dimusyawarakan untuk mencapai titik temu.” 

Namun dalam hal ini faktor penghambat  tidak berasal dari 

masyarakat saja, namun juga dari pihak pemerintah. Dalam penelitian 

di Desa Bumi Aji  ini yang juga menjadi penghambat minimnya 

kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan kesehatan 

lingkungan. Masyarakat lebih memilih membuang  sampah di 

                                                             
2
 Wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi selaku kepala Dusun III Desa Bumi Aji, 20 

Juni 2023 
3
 Wawancara dengan Bapak Suyatno selaku warga setempat  Desa Bumi Aji, 21 Juni 2023 
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pinggiran jembatan sehingga menjadi tumpukkan sampah. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa :
4
 

“Sedangkan faktor penghambat dari pemerintah lebih kepada 

anggaran desa sering tersendat sehingga membuat pelaksanaan 

pembangunan di desa Bumi Aji lama akan diproses seperti 

pemanfaatan limbah sampah yang akan di daur menjadi  pupuk 

organik, maka dari itu  membuat beberapa petani masih belum 

terintegrasi dengan baik dalam menyuburkan lahan pertanian 

masyarakat karena tidak adaannya dana dari Desa”. 

 

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah memberikan porsi 

banyak kepada masyarakat untuk berperan. Dorongan dan pendekatan 

dari pemerintah Desa yang manusiawi juga menjadi faktor penting 

terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah dan 

masyarakat dalam pembangunan Desa Bumi Aji. 

Disamping itu berangkat dari faktor penghambat dari 

pembangunan desa, terlihat juga ada faktor pendukung dari 

pemerintah desa, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa:
5
 

“Bahwa ada faktor pendukung dari pemerintah seperti pemerintah 

sebagai fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan kepada 

masyarakat dengan melangsungkan pertemuan dengan warga 

setempat, nah jika dilihat dalam pembangunan desa, pemerintah 

mengupayakan adanya keinginan yang didorong oleh situasi dan 

kondisi masyarakat yang ada di desa disesuaikan dengan 

kepentingan utama baik itu dalam sektor pertanian, dari sektor 

pembangunan, peningkatan ekonomi  ataupun tentang kebersihan 

lingkungan”. 

 

Menurut wawancara dengan kepala desa, bahwa yang terlibat 

dalam hal pembangunan di desa ini meliputi:
6
 

“selain dari pemerintahan desa itu sebenrnya komponen 

masyarakat harus juga  terlibat,  dari masyarakat, tokoh 

                                                             
4
 Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023 

5
 Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023 

6
 Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023 
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masyarakat, perangkat desa BPD dan sebagainya, termasuk pihak 

yang berwenang kepolisian dan sebagainya, karna itu perlu 

dimusyawarahkan di desa. 

Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu 

dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan 

pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk 

melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah 

dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan 

masyarakat. 

Jika dilihat seharusnya perlu ada rencana pembangunan 

kedepannya menurut hasil wawancara  dengan kepala desa:
7
 

“Rencana kedepannya pasti banyak yang akan dibangun, yang 

pertama akan meningkatkan pembangunan taraf  ekonomi,  

pembangunan dibidang sektor perikanan, pembangunan kolam- 

kolam dan sebagainya, pembangunan jalan-jalan perluasan desa 

tepatnya untuk perkembangan desa yang dijadikan tempat 

permukiman masyarakat.” 

Menanggapi data yang sudah diuraikan oleh beberapa pemangku 

di Desa Bapak Budi Siswato beranggapan bahwa: 

“Menanggapi rencana Kepala Desa yang akan menjalankan tugas 

dan wewenang terkait program pembangunan dan ekonomi 

sebagai pemangku di Desa, saya mengapresiasi penuh serta 

mendukung, harapan saya terhadap Kepala Desa selalu 

beradaptasi dalam melibatkan masyarakat ketika 

menjalankannya, melihat itu semua saya sebagai masyarakat 

Desa Bumi Aji, saya juga siap mendukung keterwujudannya dan 

siap membantu menjalankan progresnya, karena saya yakin 

dengan dukungan  masyarakat maka Desa Bumi Aji akan 

berkembang dengan baik, khususnya dari segi pembangunan, 

perokonomian, pembinaan.
8
  

                                                             
7
 Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023 

8
 Wawancara dengan Bapak Budi Siswanto, selaku warga kepala Desa Bumi Aji, 23 

Agustus 2023 
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2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Tinjauan Siyasah 

Idariyah tentang Desa. 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dalam penyelenggarakan pemerintahan oleh pemerintah 

pusat, dengan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan terdapat urusan yang dilimpahkan dan ditugaskan 

kepada daerah.
9
 

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 

ketatanegaraan. dan tuntuuan pernyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. 

Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

                                                             
9
 Dwi Utami, rahajeng., Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa, (Yogyakarta: Pixelindo, 

2018), hlm. 128 
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Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta 

perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan 

susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Seusunan 

pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi 

pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, 

dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan 

DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah 

provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD 

provinsi. 

Aadapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas 

pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. 

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan 

pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan 

pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan 

konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi 

dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas 

tugas pembantuan. 
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3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan 

pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali 

kota, dibiayai oleh APBN. 

Bidang pembangunan yang merupakan kewenangan Pusat / 

Pemprov / Pemkab yang ditugaskan kepada Desa Bumi Aji 

Kecamatan Anak Tuha yaitu salah satunysa Infrastruktur 

pembangunan jalan. 

Kewenangan Atas Penyelenggaraan Jalan Penguasaan atas 

jalan ada pada negara. Yang dimaksud dengan penguasaan oleh 

negara yaitu, negara memberikan wewenang kepada pemerintah 

dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan 

jalan. Merujuk pada Undang- Undang Republik Indonesia 

Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang kewenangan atas 

penyelenggaraan jalan yaitu dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Wewenang Pemerintah. Wewenang Pemerintah dalam 

penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara 

umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang 

penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan 

jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, 

dan pengawasan. 

2) Wewenang Pemerintah Provinsi. Wewenang Pemerintah 

Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi 

penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang penyelenggaraan 



59 

 

 
 

jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, 

dan pengawasan jalan provinsi. Apabila Pemerintah 

Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, 

Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut 

kepada Pemerintah. 

3) Wewenang pemerintah kabupaten kota dalam 

penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan 

kabupaten dan jalan desa. Wewenang Pemerintah kota dalam 

Penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. 

Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan 

jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, 

dan pengawasan. Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum 

dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah 

kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut 

kepada Pemerintah Provinsi. 

Dari informasi narasumber Kepala Desa, adapun prosedur 

pelaksanaan dalam pembangunan jalan di desa Bumi Aji meliputi: 

1) Perencanaan pembangunan 

2) Penyusunan RPJM Desa 

3) Penyusunan RKP Desa 

4) Pelaksanaan dan Pembangunan 

5) Pengawasan dan pemantauan 
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Dari hasil wawancara bahwa desa tidak memiliki wewenang 

untuk mengatur sendiri serta membangunnya  meskipun sebutannya 

jalan desa. Artinya sebutan jalan desa hanya sebatas bahwa jalan itu 

lokasinya berada di desa. Semunya yang berwenang adalah 

pemerintahan daerah dengan perundangan mengenai desa.
10 

Dari hasil wawancara juga dijelaskan bahwa pembangunan 

insfrastruktur sangat penting, namun sering adanya kendala terhadap 

pembangunan tersebut seperti kendala oleh terbatasnya akses 

masyarakat desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang 

akan dilakukan di desa. Hal ini disebabkan  oleh minimnya koordinasi 

atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di 

desa.
11

 

a. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bumi Aji 

Setelah adanya penyelenggaraan dari pemerintah desa, 

maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Dalam 

pelaksanaan pembangunan desa disini peran pemerintah Desa  

hanyalah  sebagai penyuplai dana. Pembagian dana tersebut tentu 

sudah  melalui sistematika pengajuan proposal usulan 

pembangunan, serta persetujuan bersama. Seperti yang telah 

dikatakan oleh kepala desa dalam wawancara:
12

 

“Adapun yang terkait masalah pembangunan itu semuanya 

dari masyarakat dan dikoordinatori oleh kepala desa, 

pemerintah desa hanya menyuplai dana. Maksudnya

 Membagikan dana pembangunan ke masyarakat, 

menyetujuai usulan- usulan dari masyarakat. Terkait urusan 

                                                             
10

 Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023 
11

 Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023 
12

 Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023 
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yang melaksanakan itu semua dari masyarakat. Selain itu 

peran pemerintah desa juga memantau misalnya nanti 

begitu dibangun dananya kurang dan sebagainya.” 

 

Jika kita lihat bahwa peran pemerintah desa juga memantau 

bagaimana apabila dalam pelaksanaannya pembangunan 

menghadapi rintangan berupa kekurangan dana. Misalnya dalam 

pelaksanaan pembangunan ditentukan nantinya akan 

menghabiskan dana sekian juta, namun dalam pelaksanaannya 

dana tersebut tersendat kekurangan dana, maka disitulah 

pemerintahan desa bertindak. 

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara langsung 

dengan kepala desa untuk mengetahui pembangunan apa yang 

sudah terlaksana di desa Bumi AJi:
13

 

“Masalah pembangunan sudah banyak terlaksana seperti 

pembangunan dalam segi kesehatan, pendidikan 

pemberdayaan dan lain sebagainya, untuk yang baru-baru 

ini ada pembuatan jalan- jalan gang, itu sudah ada beberapa 

jalan, kemudian ada beton yang ada di dusun satu, beton di 

dusun dua, untuk kedepannya kita akan membuat kolam 

sebagai wujud dari untuk  membantu meninggkatan taraf 

perekonomian masyarakat terkhusus dibidang 

pemberdayaan dalam sektor perikanan, nah itu dilaksanakan 

dengan TKP, karena bertujuan untuk membantu 

mempekerjakan msyarakat baik itu yang pengangguran 

maupun setengah pengangguran.” 

 

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan kepala desa, 

memang pembangunan sudah banyak yang terlaksana dan 

maupun untuk kedepannya sudah ada yang direncanakan. 

Semuanya memang sudah terlaksana dengan baik. Ketika ada 

pembangunan yang sudah terlaksana, tentunya juga ada 

                                                             
13

 Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023 
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pembangunan yang belum sama sekali terlaksana , menurut hasil 

wawancara dengan kepala desa: 

“Selain ada pembangunan yang sudah terlaksana, ada juga 

yang belum, tapi itu lebih tepatnya memperbaiki, seperti 

irigasi jalan yang sudah tidak  layak lagi, jalan menuju 

pasar, sebenarnya sudah dari tahun yang lalu, namun kita 

tetap berupaya untuk memperbaiki namun tetap dengan 

prosedur yang ada, yang dimaksud prosedur disini prosedur 

dari anggaran pemerintahan. Kembali lagi pembangunan- 

pembangunan lambat terlaksana, belum fokus dalam bidang 

pembangunan fisik dan sebagainya, tetapi kedepannya akan 

tetap diupayakan semaksimal mungkin karena itu juga 

menyangkut kepentingan masyarakat.” 

 

Dalam hal ini dilihat hasil kepala desa selalu 

mengupayakan demi kepentingan masyarakat, namun memang 

belum terlaksananya pembangunan itu karena hal yang wajar 

mengingat harus mengikuti prosedur anggaran dari 

kepemerintahan sehingga pemerintah lebih fokus.  

b. Pembinaan Masyarakat di Desa Bumi Aji 

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan 

produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan 

meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan 

kerja. Berdasarkan hasil wawancara bahwa mayoritas mata 

pencarian masyarakat desa Bumi Aji adalah petani padi dan sawit. 

Untuk memnuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan petani 

maka itu semua memerlukan petani-petani yang memiliki 

keterampilan dan kemampuan dalam bidangnya. Salah satu 

langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembinaan 

terhadap petani petani khususnya yang berada di desa Bumi Aji. 
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Pembinaan disini hendaknya bisa dilakukan dengan memberikan 

pendidikan dan pelatihan kepada petani-petani. 

Namun di Desa Bumi Aji ini ternyata  hasil panen para 

petani kurang optimal dikarenakan  masih minim pengetahuan, 

pengalaman dibidangnya. Untuk mencari kebutuhan informasi 

dilakukan wawancara dengan  BPK desa Bumi Aji :
14

 

“Para petani di Desa Bumi Aji memang kurang 

mendapatkan hasil panen yang baik. Karena kebanyakan 

petani disini dalam bertani hanya mengandalkan kemauan 

saja, mereka kurang memiliki pengetahuan, pengalaman dan 

keahlian dalam bidang petanian. Memang dari pemerintahan 

desa ini sendiri tidak pernah mengadakan yang namanya 

pembinaan terhadap para petani”. 

 

Dalam hal lain penulis juga ingin mengetahui respon dari 

warga sendiri khususnya dari warga masyarakat Desa Bumi Aji, 

Wawancara dengan Kepala Dusun IV:
15

 

“Pendapat kebanyakan masyarakat, bhawa kepemimpinan 

dan tanggung jawab kepala desa yang sedang berjalan 

memang sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, jika 

dalam pembangunan itu bagus dimulai pembangunan dalam 

pendidikan, keagamaan, pertanian, pembangunan jalan dan 

sebagainya, namun meskipun masih ada yang belum bagus, 

seperti jalan pasar, irigasi jalan. Tetapi kalo untuk kepuasan 

sendiri terutama menurut kebanyakan yang merasakan, 

sampai saat inikepuasan belum 100 persen, dan jika ada 

masukan- masukan pasti akan langsung sampaikan.” 

 

c. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan Masyarakatan Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaram, serta memanfaatkan sumber daya 

                                                             
14

 Wawancara dengan Bapak Pujiono selaku BPK Desa Bumi Aji, 17 Juni 2023 
15

 Wawancara dengan Bapak Sucipto selaku Kepala Dusun IV Desa Bumi Aji, 17 Juni 2023 
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melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat Desa. 

Pembangunan pedesaaan selayaknya mengarah pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan 

pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat 

pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana 

untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat 

pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Dari 

penelitian ini Penulis menemukan bahwa salah satu pemberdayaan 

masyarakat di desa Bumi Aji ini yaitu dengan adanya pelatihan 

menjahit, yang mana telah disediakan fasilitas untuk menjahit, 

dalam pelatihan menjahit langsung praktek menggunakan fasilitas 

yang telah disediakan. Sebagaimana hasil wawancaara dengan 

BPD:
16 

“Masyarakat dilatih untuk mengikuti pelatihan menjahit 

yang telah disediakan oleh desa, itu terbuka untuk umum 

khususnya warga desa Bumi Aji sendiri, biasanya 

dipersilahkan setiap 1 rumah harus ada perwakilan, setiap 

orang yang ikut latihan menjahit sudah ada hasil sendiri dari 

menjahit, latihan membuat taplak meja bahan-bahan dan 

alat disediakan semua dari desa, setiap yang sudah 

menghasilkan karya, karyanya boleh diawa pulang atau 

dimiliki sendiri. Bukan hanya ibu-ibu,  tetapi yang ikut ada 

juga laki-laki seperti kaum muda.” 

 

Di Desa Bumi Aji ini sebagian besar masyarakat 

penghasilannya adalah petani  padi dan sawit. Dalam 

pemberdayaan masyarakat, Desa bertanggungjawab atas 
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 Wawancara dengan Bapak Zubaidi Basar selaku BPD di Desa Bumi Aji, 17 Juni 2023 
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tersedianya pangan bagi warganya, Untuk memenuhi kebutuhan 

pangan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan adanya 

upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pada umumnya dan para petani khususnya. 

Dapat dilihat diawal wawancara deangan kepala desa, 

bahwa desa sudah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat 

baik itu dalam sektor pertanian, sektor pembangunan, peningkatan 

ekonomi ataupun tentang kebersihan lingkungan. Menurut kepala 

desa itu sudah tersedia untuk masyarakat karna itu sudah menjadi 

kepentingan yang diutamakan dimulai dari ketersedian bibit 

tanaman pangan, bibit ternak dan lain sebagainya. 

d. Tinjauan Fiqh Siyasah Idariyah Terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Tentang Desa 

Ada terjemahan ayat yang menjelaskan bahwa jika suatu 

kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha 

terlebih daulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai 

keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus 

mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. 

Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak 

ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah. 

“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
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kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” 

Seperti yang telah di bahas dalam bab 2 bahwasanya kata 

idarah atau idariyah adalah bidang yang mengurusi tentang 

adiministrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang 

dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasullulah SAW.  

Diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka 

sadar, periode mereka merupakan penjabaran dari penerpan tata 

pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama 

sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik 

dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya 

semua sistem tersebut dibangun atas dasar atas prinsip umum 

yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisir 

kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum 

Islam.
17

 

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah sar’iyah 

yang mana pembahsanya tentang ketatanegaraan. Dalam 

mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi 

negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik 

dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan. 

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang di 

lakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan 

dalam dalam menangani maslah-masalah administrasif. Dalam 

                                                             
17

 Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, Ushul al-Idarah asy-Syar’iyyah, (Bayt atsTsaqafah, 

cetakan I, 2003), 7. 
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Siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat 

di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Seperti 

hal-hal yang akan di analisi di bawah ini: 

1) Kepastian Hukum dalam persepektif siyasah idariyah Dalam 

hal kepastian hukum desa Bumi Aji 

kecamatan Anak Tuha seluruh warga desa sudah cuku 

pefektif. Hal ini di buktikan dengan  pebuatan  suatu aturan 

yang sangat mudah di pahami serta mudah di mengerti hal ini 

tentunya sesuai dengan prinsip dari siyasah idariyah. 

Karena Peraturan merupakan hal yang harus ditaati oleh 

masyarakat maupun pejabat pemerintah. Dalam hal ini di Desa 

Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha  dalam membuat suatu 

peraturan tergolong sederhana hal ini bisa dilihat dari 

bahasa dalam pembuatan peraturan sehingga masyarakat 

mampu memahami serta mampu melaksanakan apa yang 

sudah menjadi aturan yang di buat oleh aparat desa seperti 

peraturan tentang penggunaan masker setiap bepergian itu 

merupakan salah satu sifat kesederhanaan yang telah di 

terapkan di desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha. 

Hal demikian sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan 

prinsip yang ada dalam administrasi islam ( siyasah idariyah ). 

Hal ini juga sesuai dengan hadis nabi yang di riwayatkan oleh 

Abu Hurairah  ra,  Nabi bersabda: ” Dari Ma’qil ibn yasar: 

Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang hamba 
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yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak 

melaksanakan kewajibannya dengan baik, melainkan ia tidak 

akan mendapatkan bau surga.
18

 

Dari hadis di atas bahwa Setiap manusia merupakan 

pemimpin, dalam skala yang kecil sampai skala  yang  besar,  

dan  setiap  dari  kita  akan  dimintai 

pertanggungjawabannya. Seseorang yang  diberikan amanah 

dari Allah berupa kepemimpinan di dunia, namun ia tidak 

melaksanakannya dengan baik, maka ia akan diharamkan dari 

bau surga, nauzubillah. Dari penjelasan hadis dapat 

disimpulkan bahwasanya dengan pemimpin yang amanah 

maka penerapan kepastian hukum di Desa Bumi Aji 

Kecamatan Anak Tuha sudah sesuai dengan prinsip Siyasah 

idariyah yaitu dalam pembuatan peraturan desanya  sudah 

mudah dipahami serta sejalan dengan hadis nabi. 

Selanjutnya prinsip kepastian hukum yang diterapkan di 

desa Bumi Aji dalam hal menangani percepatan dalam 

menangani suatu masalah dalam prodak hukum kurang 

maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat terkait tentang prodak hukum yang dibuat. Tidak 

hanya itu kurangnya disiplin dari aparatur pemerintah desa 

sangatlah rendah sehingga untuk menangani sebuah 

                                                             
18

 Imam Nawawi, al-arba’in nawawiyah, (Kediri: Hidayatul Mubtaden), 9. 

https://risalahmuslim.id/kamus/amanah
https://risalahmuslim.id/kamus/amanah
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percepatan dalam mengatasi baik masalah atau prodak hukum 

kurang maksimal. 

Kemudian prinsip kepastian hukum yang diterapkan oleh 

di Desa Bumi Aji dalam hal profesional langsung  dalam 

penangan suatu masalah sudah cukup maksimal. 

masyarakat terkait dengan beberapa warga yang tidak 

mematuhi protokol kesehatan serta bepergian tidak 

menggunakan masker hal ini justru menjadikan aparat 

pemerintah desa menegur dan memberi hukuman. 

2) Transparansi dalam persepektif siyasah idariyah 

Prinsip transparansi yang di terapkan di Desa Bumi Aji 

dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Karena 

dalam kesederhanaan tranparansi dibuktikan dengan 

pemasangan banner yang tidak berbelit-belit dalam rencana 

anggaran. 

Kemudian prinsip transparansi yang diterapkan di Desa 

Bumi Aji dalam hal cepat dalam pelayanan tidak sesuai. 

Karena dalam penerapanya banyak warga desa yang sering 

compline terkait dengan kecepatan dalam pelayanan. 

Lambatnya laporan pertanggungjawaban kepada publik. Serta 

tidak fast respond dalam menangani suatu maslah merupakan 

hal yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah desa. 

Selanjutnya prinsip transparansi yang diterapkan oleh 

desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha  dalam hal profesional 
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dalam penanganan. Dalam hal ini  Desa   Bumi Aji sudah 

cukup profesional dalam transparansi. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya pendapat dari warga yang menyatakan 

kemampuan sumber daya manusia di lingkungan aparat 

pemerintah desa. 

3) Partisipasi masyarakat dalam persepektif siyasah idariyah 

Prinsip partisipasi masyarakat yang diterapkan di 

Desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha  dalam hal 

sederhana dalam peraturan. Dalam hal ini sudah cukup efektif 

dan sesuai. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu aktif dan 

tanggap terhadap apa yang disampikan oleh apartur 

pemerintah desa. Tidak hanya itu cepat dalam pelayanan 

merupakan prinisip yang telah di terapkan di desa Bumi Aji 

kecamatan Anak Tuha  sudah cukup maksimal. 

Selanjutnya Penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan 

Anak Tuha dalam hal profesional dalam penanganan, 

Menurut bebrapa pendapat warga masyarakat Desa Bumi Aji 

Kecamatan Anak Tuha  belum profesional. Hal ini 

dikarenakan banyak dikalangan masyarakat tidak 

mendapatkan hak yang sama dan kesempatan yang sama 

dengan orang yang lebih tinggi jabatanya. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti 

menyimpulkan beberapan hal terkait penelitian yang telah dilakukan, 

kesimpulan tersebut adalah: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam 

Tinjauan Siyasah Idariyah Dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa adalah: 

1. Upaya kepala Desa Bumi Aji dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa 

telah malaksanakan beberapa sektor sebagai berikut:1) sektor 

pembangunan mencangkup pengalokasian sumber daya alam, sumber 

daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat. 2) 

sektor pembinaan dalam daur ulang sampah untuk dijadikan pupuk 

organik guna membantu petani dalam meningkatkan hasil panen. 3) 

sektor pemberdayaan mencangkup peternakan. Berdasarkan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa maka 3 sektor tersebut telah 

sejalan dengan pasal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa pasal 26. 

2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa bila ditinjau dari siyasah Idariyah 

maka upaya yang telah dilakukan Desa Bumi Aji tentang pengeloaan 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan telah mengakomodir 

prinsip-prinsip siyasah idariyah, adapun prinsip-prinsip tersebut yang 

mencangkup: 1) Prinspi Keadilan, 2) Prinsip Musyawarah dan Ijma’, 



73 

 

 
 

3) Prinsip Persamaan, 4) Prinsip hak dan kewajiban negara dan 

rakyat, 5) Prinsip amar ma’ruf nahi Munkar. 

 

B. Saran 

Berdasrkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan saran 

yang kiranya dapat berguna semua pihak, yaitu: 

Berdasrkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan saran 

yang kiranya dapat berguna semua pihak, yaitu dengan adanya hasil 

penelitian ini, penulis berharap kepada jajaran pemerintahan Desa Bumi Aji 

untuk memaksimalkan pelaksanaan program  pembangunan desa yang tidak 

hanya terfokus kepada pembanguan Infrastruktur, akan tetapi pemberdayaan 

dan pembinaan masyarakat juga wajib menjadi perhatian penting agar 

pembangunan Desa Bumi Aji benar- benar terwujud dengan baik, atau jika 

tidak maka pembangunan infrastruktur setidaknya mendukung terhadap 

sektor-sektor pertanian atau perternakan mengingat mayoritas masyarakat 

Desa Bumi Aji adalah petani, seperti pembangunan irigasi yang menjangkau 

lahan-lahan masyarakat. 

Selanjutnya semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca dan peneliti dalam 

mengamati segala bentuk problematika yang terjadi disekitar dengan 

berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku Dan jika dalam 

penulisan hasil penelitian ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis 

menerima berbagai masukan dan arahan yang kontruktif untuk 

penyempurnaan hasil penelitian. 
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